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TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERU]ViAHAN KUI重 UHl)AN PERMiUKI】碓AN KUl疑UH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOIVIERING LJLU,

Mcnirnbang

Mengingat

bahwa inasyarakat di Kabupaten Ogan Kollnering Ulu
berhak untuk berteinpat tinggal serta berkehidupall yang
layak dan rrlendapat lingkl■ ngan hittup yang bersih dan
schat,yang lncrupakan kcbutuhan dasar inanusia,dan
yang  inell■punyai  peran  yang  strategis  dalain
pembentukan watak scrta kepribaclian bangsal

bahwa  ul■ tuk  ineningkatkan  pertuFnbuhan  dan
pen■bangurlan    wilayah    dan    rFleinpeFhatikarl
keseilnbangan    bagi    kepentingan    inasyarakat
berpenghasilan rendah agar masyarakat mempcroleh
rurnah layak dan tettangkau b.eserta praSaFalla,Sarana,
dan utilitas ya■ g rnemadai;

bahwa bcrdasarkan kctcntl■an Pasal 18, Pasa1 94, dan
Pasa1 98 UndaFlg… Undang Nolllor l Tahu■ 201l teatang
Pcrurnahan  datt  Kalwasan  PerIIlukirnan  bescrta
perubahannya,  perlu  dilakukan  pencegallan  dan
peningkatan kualitas terhadap perum.aha.Kumun da.
Perlnukiman Kumuh dengan menetapkan kcし 彗akan,
Strategi, SeFta pola― pola penanganaFl yang lnalit.邊 ISia隅な,

berbl■daya,beFkCadilan,dan ekOnOrrliS;

bahNva   bcrdasarkan   pertirnbangaFl   scbagail■ la_na
diinaksud dala窟ゝhuFuf a,hur■■fb,dan huruf c,perlu
lnenetapkan Peraturan Dacrah tentang Pencegaharl dan
pcningkatan]Kualitas terhadap PeFuFnahan Ki■ ilIIluh dan

Per■■ukilnan Kulrluh;

Pasal 18 ayat(6)Undang― Undang Dasar Negara Rcpublik
lnd01■esia Tahun 1945;

undang_undang  NoI1lor  26  Tahun  20()7  tentang
Pcnataan Ruang(1′ cmbararl Negara Rcpublik lndonesia
Tahun 2007 Nornor 68, Tan■ bahan LcmbaFan Negara
Republik lndonesia Noimor 4725)sebagailnana tclall
beberapa kali diubah,terakhtF dengan Unda_ng― tJndang

NOlm.or 6 Tahun 2023 tantang Penetapan PeFaturalil
pellnerintah NOlα 10r 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketta
IFter」adi U・ ndang… Undang (I′ CrnbaFan Ncgara Rcpublik

indOnesia Tahun 2023 Nornor 41,Tarrlbaha■ LCmbaFan
Negara Republik lndonesia Nolmtor 6856);

3.Undailg… Urldang...

: a.

b.

C.

d、

:  1.
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20ll tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2oll Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tantang
Penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Reprrblik Indonesia Tahrrn 2A23 Nomor 4L,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tantang Penetapan
Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A2+ Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7032),;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6
Nomor 1O1, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A2l
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2A16 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2l Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 662a1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M /2OI8 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap Perrrmahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol8 Nomor 785);

9. Peraturan Gubernur Nomor 2l Tahun 2A23 tentang
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2023 Nomor 21);

Dengan . . .
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Dengan PersetuJuan Bersarna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPAT1 0GAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENCEGAHAN  DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMiUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN U]M[UM:

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Uiu.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
llngkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

6. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan
Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan
Permukiman.

7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang
mempunyai prasarana, sarana, utilitas Lrmu.m, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan.

8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni.

9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya.

10. Prasarana...
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11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Iingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,
dan nyaman.

12. Sarana adalah fasilitas dan lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraar, dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

13. Utilitas Umrrm adalah kelengftapan penunjang untuk
pelayanan lingkungan hunian.

14. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

15. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak
layak hrrni karena ketidakteratrrran bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

17. Peningkatan Kualitas terhadap Pemmahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan
kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas
umum.

18. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk
perbaikan danf atau pembangunan kembali Perumahan
dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman
yang layak huni.

19. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan
mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman.

20. Permukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan
masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh
atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun
kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang
dan/atau rawan bencana.

20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka persentase berdasarkan
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah
perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.

27. Koefisien Lantat Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan
perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangarl
Rencana Kota.

22. Persetujuan.
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22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat
bangunan gedung sesuai dengan standar teknis
bangunan gedung.

23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi Kabupaten.

24. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yar,g
selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang
bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok
ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian pelaksanaan.

25. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut
Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian
dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah
dipersiapkan dan dilengkapi .dengan prasarana
lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan
persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan
untuk membangun kaveling tanah matang.

26. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

27. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati,
yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan
kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

28. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau
pemerintah yang melakukan pembangunan Perumahan
dan Permukiman.

29. Setiap Orang adalah perseorangan atarr badan hukum.
30. Orang Perseorangan adalah orang yang kegiatannya di

bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

31. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh
warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

32. Pemberdayaar: Masyarakat adalah suatu strategi yan.g
digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai
upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

33. Kelompok...
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Pasal 2

Peratuan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi
Pemerintah Kabupaten dan setiap orarrg dalam pencegahan
dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dalam
mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang
telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;

b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan
dan kawasan Permukiman yang layak huni dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan

c. meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang produktif dan berkelanjutan melalui
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu,
dan berkelanjutan.

Pasal4...

33. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang
yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok
dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya visi,
kepentingan, dan kebutuhan yang s€una, sehingga
kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin
dicapai bersama.

34. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan
Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.

35. Perbaikan adalah pola pen€rnganan dengan titik berat
kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan
prasarana lingkungan termasuk sebagai aspek tata
bangunan.

36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas
ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 4

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumr,rh berasaskan :

a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;

c. kenasionalan;
d. keefisienan dan kemanfaatan;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g. kemitraan;
h. keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
1. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;

b. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

c. penyediaan tanah;
d. pendanaan dan sistem pembiayaan;

e. tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten;
f. kerjasama, peran masyarakat, dan kearifan lokal;
g. pemberian insentif;
h. larangan;
i. ketentuan penyidikan; dan
j. ketentuan pidana.

BAB II
PENCEGAHAN TERHADAP TU]MiBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUM:UH DAN

PERMiUKII頭 AN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Bentuk dan Tata Cara

Pencegahan terhadap
Perumahan Kumuh
dilaksanakan melalui:

Pasal 6
tumbuh dan

dan Permukiman
berkembangnya
Kumuh baru

a.pengawasan
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a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 7
(1) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a dilakukan atas kesesuaian
terhadap :

a. penzinan;
b. standar teknis; dan
c. kelaikan fungsi.

121 Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap
pembangunan Perumahan dan Permukiman.

(3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap
pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan
perencanaan dalam perizinan

Pasal 8

(1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
dan huruf c dilakukan terhadap pemenuhan standar
teknis :

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;
c. penyediaan alr minum;
d. drainase lingkungan;
e. pengelolaan air limbah;
f. pengelolaan persampahan; dan
g. proteksi kebakaran.

(2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(U Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
perizrnan dan standar teknis pada tahap perencanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan
untuk menjamin bahwa hasil perencanaan Perumahan
dan Permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh
dan standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas
Perumahan dan Permukiman.

(2) Pengawasan .
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(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
dan mengkaji hasil perencanaan Perumahan dan
Permukiman yang disusun oleh pelaku pembangunan.

(3) Kesesuaian terhadap pedzinan sebagaimana dimaksud
pada ayat {71 meliputi perizinan terkait dengan lokasi
dan penzinan terkait dengan kegiatan pembangunan
fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas.

Pasal 1O

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
perizinan dan standar telcnis pada tahap pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan
untuk menjamin pembangunan Perumahan dan
Permukiman sesuai dengan hasil perencanaan
Perumahan dan Permukiman.

(21 Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
secara langsung maupun oleh Penyed.ia Jasa Pengawas
dengan mengawasi proses pembangunan {isik bangunan
dan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh
pelaku pembangunan.

(3) Dalam ha-l terdapat ketidaksesuaian antara rencana
dan/atau kegiatan pembangunan dengan perizinan dan
standar teknis, maka dapat dilakukan:

a. perbaikan rencana;

b. pencabutan/pembatalan izin:. danlatau
c. penerbitan.

Pasal 11

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Pemmahan dan
Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dilakukan untuk menjamin bahwa Perumahan dan
Permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan siap
untuk dimanfaatkan

(2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan
terhadap pemenuhan:

a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.

(3) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menunjukan ketidaksesuaian
terhadap kelaikan fungsi, maka dapat dilakukan
perbaikan dan penertiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
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Pasal 12

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumrrh dan Permukiman Kumuh
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,
dilakukan dengan cara:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

:Pasal 13

(1)PemaFltauan trhadap tumbuh dtt berkmbanttya
P(駆蹴
=lah.an Klu蜘

[uh dを m.PCrFalul饉 1璽lan K:u:鐵 ■ih bttu

sebagallnana dirnaksud dalam Pasal 12 huruf a

=に
rupakan kegaltttrl pengaコ nal核11l yang dttakukan secara:・

a.  langSung;dan/atau

b.  tidak langsung.

(2)Pcmantauan sebagaimana dimaksud′ pada ayat(1)
dilaksanakan oleh pelme五 ntah Kabupaten denga準

_

1lleLbatkan peran inasyarakat.

(3) Pelmantauan sccara langsung sebagailnana dilnaksud
pada ayat(1)huruf a dilakukan melalui pengamatan
lapangan pada lokatt yang diindikatt l冷警 Otensi mengadi
Kum由 .

(4)Iモmanttuan sccara tidak langsung scbagamana
dilnakSud pada ayat(1)hunlf b dilakukan berdaSarkan:

a.  data dan 遣1lorinasi =lengenal kondisi cksisting
Perulnahan dan kalwasan pettnukllnan;dan

b.lpengaduan masyarakat maupun media massa.

(5)Pemantauan secara tidak langsung sebagalmaFla
dimaksud pada ayat(4)d遺 kuti dengan proses validasi
data.hasil pengalmatan olch Perangkat Daerah yang
menyelenggaralttn urtlsam peme五 ntahan di bidang
Pertmahan dan Kaiwasan Pettnukilnan.

(6)Pemantauttl terhadap tumbuh da■ l berkembangnya
pen■lnahan Kumuh dan PeHnukllnan Kuimuh baru
Sebagttana dimakSud pada ayat(1)dilahlkan SeCara
beri《ιtta lnaupun sesuai kebutuhan.

Pasal 14

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Krrmuh dan Permukiman
Kumuh baru sebagaimana dirnaksud dalam Pasal t2
huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur
dan objektif terhadap hasil pemantauan.

(2, Evaluasi
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(21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dibantu oleh
ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan
memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

(41 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menilai kesesuaian Perumahan Permukiman
terhadap:

a. penzinan dan standar teknis pada tahap
perencanaan dan tahap pembangunan; dan

b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.

(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman harus berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah dan/atau instansi terkait lainnya untuk
mendapatkan verifikasi terhadap hasil evaluasi.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disertai dengan rekomendasi pencegahan trrmbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh baru.

Pasal 15

(1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan
berkembangrrya Perr.rmahan K.trmrrh dan Perrrnrkiman
Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil
pemantauan dan evaluasi.

(21 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh
ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan
memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah
Kabupaten untuk melaksanakan upaya pencegahan
tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.

(5) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh semua
Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 16. . .
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Pasal 16

Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 terdapat
ketidaksesuaian maka Pemerintah Kabupaten, dan/atau
setiap orang melakukan upaya penanganan sesuai dengan
kewenangannya.

Bagian Kedua
Pemberdayaan M asyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 17
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Kabupaten melalui:

a. pendampingan; dan

b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 18
(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi
peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
dalam bentuk:

a. penyuluhan;

b. pembimbingan; dan

c. bantuan teknis.

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf b dimaksudkan untuk membuka akses
informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan
dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya
Pencegahan Perrrmahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

Pasa] 19

(1) Penyuluhan sebagimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(2) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untrrk
meningkatkan pengetahtran, kesadaran dan
keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

t2) Penyuluharr...
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(21 Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung
dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 20

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (21 huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan
petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk
mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu
terkait pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

(2\ Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal21

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (21huruf c meliputi fasilitas:
a. penyusunan perencanaan;

b. pen5rusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria;
c. penguatankapasitaskelembagaan;
d. pengembangan alternatif pembiayaan; danf atau
e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah

Daerah dengan swasta.

A\ Bantrran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada
Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal 22

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf
a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:
a. dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru;

c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi
dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan
dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

d. dilaksanakan...
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d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan
dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;

e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari
pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah
dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan
atau insidental; dan

f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan
alokasi anggaran yang telah di tentukan sebelumnya.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 23
(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf b meliputi pemberian informasi mengenai:

a. rencana tata ruang;

b. penataan bangunan dan lingkungan;

c. perrz\nan; dan

d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara langsung dengan sosialisasi
dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung
melalui media elektronik danlatau media cetak.

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urursan pemerintahan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerjasama
dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan
kebutuhan informasi.

iB)AB III

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMIUH

Bagian Kesatu
Kriteria dan Tipologi

Paragraf 1

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 24
(1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan
kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

t2l Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria
kekumuhan ditinjau dari:

a. bangunan. . .
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a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran.

Pasal 25

(U Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayaL {2) huruf a
mencakup:

a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak
sesuai dengan ketentuan rencana tata *.rg;
dan/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

(21 Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meftrpakan kondisi bangunan gedung
pada Perumahan dan Permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam
RDTR dan RTBL, paling sedikit pengaturan bentuk,
besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada
suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata
kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit
pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan,
ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas
lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah
jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak
sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan
Permukiman dengan:

a. KDB yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau
RTBL; dan/atau

b. KLB yang melebihi ketentuan dalam RDTR,
dan/atau RTBL.

t4) Kualitas bangunan yarrg tidak memerrrrhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan
Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan
teknis.

t5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. persyaratan. . .
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a. persyaratan tata bangunan; dan

b. persyaratan keandalan bangunan gedung.

(6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf a terdiri atas :

a. peruntukkan lokasi dan intensitas bangunan
gedung;

b. arsitektur bangunan gedung;

c. pengendalian dampak lingkungan;

d. RTBL; dan

e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau
di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana
umum.

(71 Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas :

a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;

b. persyaratan kesehatan bangunan kedung;

c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan

d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasai 26

Dalam hal Kabupaten belum memiliki RDTR dan/atau RTBL,
maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan
dilakukan dengan merujuk pada PBG untuk jangka waktu
sementara.

Pasa|27

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b
mencakup :

a- jaringan jalan lingkungan tidak rnelayani seluruh
lingkungan Perumahan atau Permukiman;
danf atau

b. kualitas permukaan jalan iingkungan buruk.
(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh

lingkungan Perumahan atam Permrrkirnan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi
dalam hal jaringan jalan tidak terhubung antar danf atau
dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b merupakan
kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi
kerusakan permukaan jaian yang meliputi retak dan
perubahan bentuk.

Pasa1 28...
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Pasa1 28

(1)Krittria kekumuhan ditittau datt penyediaari dr minum
sebagailnanla dimaksud dalam Pasa1 24 ayat(2)huruf c

=LenCakup:
a.akSeS ainan air minum tidak tCrSedial dan/atau

b.kebutuhan air minunl miniFnal Sedap indiVidu ddak
terpenuhi.

(2)Akses aman ar minu館 種dak tersedia sebagaimana
dimaksud pada ayat(1}hunlf a lgLerupakal■  kOFldiSi
dalam hd masyarakat tidak dapat mengakses ttr minum
yang nle=Enuhi syarat kualitas sesuai derlgan ketentuan
peraturan pertlndang― undangan.

(3)Kebutuhan air minum minimal setiap ind市 idu tidak
tc可)enuhi Sebagai=lana d壼IlalkSud pada ayat〔 1}hu‐■lf b
meRlpakal■ kondid ddam htt kebutthal■ aむ mmum
masyalakat ddam lingkungan Pertlmahan atau
PermuHman tidak mencapai minimd“ banyak 60(enam
pdulh)1遍eF/∝額lg/htti.

Pasa1 29

(1) Kriteria kekurnuhan ditir」 au dari drainase lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasd 24 ayat(2)huruf d
ΠLcncakup:

a.  drainase lingk■lngan tidak tersedia;

b_ drainase lingkungan ddak n■ almpu mengalirkan
lirnpasan  air  huJan  schingga  rnenilnbulkan
genangan;dan/atau

c.  kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

(2) ]Drainase  lingkungan  tidak  tersedia  sebagairnana
dilnakSud pada ayat(1)huruf a lnCrupakan kOndiSi
dalam hal Saluran terSier dan/atau Saluran 10kal tidak
terSedia,dan/atau tidak terhubung dengan Saluran pada
hierarki di atasnya sehingga lnenyebabkan air tidak
dapat IIlengalir dan inenirnbulkan genangan.

(3) Drainasc  lingkungan  tidak  marnpu  nlcngalirkan
lirrlpaSan air httan SChingga lllenirnbulkan genangan
Sebagairnana dirnakSud pada ayat(1)huruf b inerupakan
kOndiSi da1larFl hal jalnngan drainaSe lingklungan tidak
n■ampu  lncngalirkan  limpasan  air  schingga
rnenirnbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30(tiga
puluh)centirneter selalma lebih dari 2 (dua)janl dan
tettadi lebih dari 2(dua)kali setahun.

(4) Kuahtas  konstruksi  drainasc  hngkungan  buruk
Sebagairnana dirnakSud pada ayat(1)huruf C rnerupakan
kondisi dalarrl hal kualitas konstruksi drainase buruk,
karena berupa galian tanah tanpa n■ aterial pelapis atau
penutup atau telah tettadi keruSakan・

Pasa1 30...
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Pasal 3O

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e
mencakup :

a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis; danf atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak
memenuhi persyaratan teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (i)
huruf a merupakan kondisi dalam hal pengelolaan air
limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman
tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari
kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik
secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

(3) Prasarana dan sarana pengelolaaan air iimbah tidak
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau
Permukiman dalam hal :

a. kakus/kioset tidak terhubung dengan tangki septik;
atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah
setempat atau terpusat.

Pasal 31

(U Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan
persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) huruf f mencakup :

a. prasarana dan sarana persampahan tidak
memenuhi persyaratan teknik; dan/atau

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis.

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merlrpakan kondisi dalam hal prasarana dan
sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau
Permukiman tidak memadai sebagai berikut :

a. tempat sampah dengan pemilah sampah pada skala
domestik atau rumah tangga;

b. tempat pengumpulan sampah atau tempat
pengumpulan sampah reduce, rettse, recgcle pada
skala lingkungan;

c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan;
dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala
lingkrrngan.

(3) Sistem...
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(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan kondisi dalam hal pengelolaan
persampahan pada lingkungan Perumahan atau
Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. pewadahan dan pemilahan domestik;

b. pengumpulan sampah skala lingkungan;

c. pengangkutan sampah skala lingkungan; dan

d. pengolahan sampah skala lingkungan.

Pasal 32

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 aya1. (2) hurrf g
mencakup:

a. prasarana proteksi kebarakan tidak tersedia; dan

b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

(2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf a merupakan
kondisi dalam hal tidak tersedianya:

a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam
maLrpun buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk
keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya
kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran;
dan/atau

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan
yang mudah diakses.

(3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi
dalam hal tidak tersedianya:

a. alat pemadam api ringan;

b. kendaraan pemadam kebakaran; danf atau

c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Paragraf 2
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 33
(1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara
geografis.

{21 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. di atas air; . . .
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a. di atas air;

b. di tepi air;

c. di dataran rendah;

d. di perbukitan; dan/atau
e. di daerah rawan bencana.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 34
(1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi
dan perencanaan penanganan.

(21 Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditindaklanjuti dengan pengeiolaan untuk
mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan
Permukiman secara berkelanjutan.

(3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) diiakukan terhadap Perurriahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10
(sepuluh) hektar menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten.

Paragraf 1

Umum

Pasal 35
tl) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran
masyarakat.

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi proses:

a. identifikasi lokasi; dan

b. penilaian lokasi.

Paragraf 2
Pendataan Lokasi

Pasal 36
(1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kondisi kekumuhan;

b. legalitas tanah; dan

c. pertimbangan iain.

t2\ Id,entifikasi...
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(21 Identilikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur
pendataan identifikasi iokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

(3) Proses identilikasi lokasi didahului dengan identifikasi
Perumahan dan Permukiman.

Pasal 37

(i) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada
lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

(3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mer-upakan lokasi yang memiliki tingkat
kepadatan yang tidak sesuai ketentuan rencana tata
rLlang.

{41 Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format
numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Ketentuan iebih lanjut mengenai prosedur pendataan
dan format isian identifikasi lokasi dan format numerik
lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Identilikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 36 ayat (3) merupakan upaya
untuk menentukan batasan atau lingkup entitas
Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi dalam
suatu wilayah Kabupaten.

(2) Penentuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan
fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 39

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk
menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan
dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali
permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana
dan pras ar arra pendukungnya.

(2) IdentiIikasi...
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(21 Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 4O

(U Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan tahap identifikasi
untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap
lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.

(21 Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi aspek:

a. kejelasan status penguasaan tanah; dan

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status
penguasaan tanah berupa:

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen
sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen
keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik
adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah
dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang
hak atas tanah atau pemilik tanah dengan
pemanfaat tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 huruf b merupakan kesesuaiart
terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang,
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana
Kabupaten.

Pasal 41

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c merupakan tahap
identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non
fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;

b. kependudukan; dan

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi
Perumahan atau Permukiman pada:

a. fungsi. . .
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(u
Pasal 42

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat 12\ huruf b dilakukan untrrk menilai hasil
identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:

a. kondisi kekumuhan;

b. legalitas tanah; dan

c. pertimbangan lain.

Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
klasifikasi:

(21

a. rmgan;

b. sedang; dan

c. berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
klasifikasi:

a. status tanah legal; dan

b. status...

a. fungsi strategis Kabupaten; atau

b. bukan fungsi strategis Kabupaten.

t4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk
pada lokasi Perumahan dan Permukiman dengan
klasifikasi:

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150
(seratus lima puluh) jiwa/hektar;

b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-2OO
(seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus)
jiwa/hektar;

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 2O1-4O0
(dua ratus satu sampai dengan empat ratus)
jiwa/hektar; dan

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 4O0
(empat ratus) jiwa/ hektar.

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan
pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan
atau Permukiman berupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat
dalam mendukrrng pembangunan ;

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi
tertentu yang bersifat strategis bagr masyarakat
setempat; dan

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan
budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.
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bo status tanah極 dakおgaI.

(4)Pcnildan lokasi berdasarkall aspek pertinlbangan lain
ま)bagaimma dimakSud pada ayall(1)huF覆 C terdki ataSl

a.  pertilnbangan lain kategorl rendah;

b. pertimbangan l壷 五 katego五 sedanS dan

c.  perd:m:ba■ lga■1 lain kategori tin騒 :晏・

優)Penildari bkaSi Seba建 鉾imana dimakSud pada ayat(1)
dihitung berdaSarkan fOrinulaSi penilaian dan 10rmtLlaSi
penentuan Skala p菫 0五taS penanganan.

(6) Hasil penilaian lokasi harus inendapatkan veriikasi dan
Pe]mLC五 ntah PuSat dan PelmLerintah PrOVinSi SeSuai

dengan kewenangannya sebelunl ditetapkan.

(7)Lokasi yang telall din五d dtt■ diverittkatt selattutnya
ditCtapkan 01eh perFle盤 ntah Kabupaten dengan
Keputusan Bupati.

(8)Ketentuarl lebih lattut mengenai penilaian bkasi
SCbagaimana dimakミ避‐d pada aFat(1)diat瑯,lebih la■‐離
dengarl peraturan Bupa饉 .

Paragraf 3
Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 43

(U Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (7} dilengkapi dengan:

a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh; dan

b. peta sebaran Pemmahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup
administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status
tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang
ditetapkan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf b, dibuat dalam satu kesatuan wilayah Kabupaten
berdasarkan tabel daftar lokasi.

(5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan
penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten,
dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penetapan lokasi
sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga. . .
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Bagian Ketiga
Peninjauan Ulang

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

(U Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
dapat dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 5 {lima} tahun.

t2l Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk
menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kurnuh sebagai
hasil dari penarrgarrarr yang telatr dilakukan, serta
pengurangan tingkat kekumuhan.

t4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan
Krrmrrh dan Perrmrkiman Krrmrrh.

t5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung
berdasarkan formulasi penilaian lokasi.

(6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat tU diatur dengair
Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Peninjauan Ulang

Pasal 45
(1) Pendataan ulang terhadap lokasi Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) meliputi:

a. identifikasi ulang lokasi; dan

b. penilaian ulang lokasi.
(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Bupati
sebelumnya.

(3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan
kualitas yang dilakukan oleh Setiap Orang terhadap nilai
kriteria kekumuhan pada setiap lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BagianKeempat...
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Bagian Keempat
Perencanaan Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46
(1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (5) dilakukan melalui tahap:

a. persiapan;

b. survei;

c. pen5rusunan data dan fakta;

d. analisis;

e. pen5rusunan konsep pencegahan dan peningkatan
kualitas Perury:ahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh; dan

f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan
kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

(2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi sesuai dengan kewenan ganflya.

Paragraf 2
Pen5rusunan Rencana

Pasal 47
(1) Pen5rusunan rencana pencegahan dan peningkatan

kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f
paling sedikit memuat:

a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

b. rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan
kualitas Perrrmahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh;

d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

e. rencana peninglatan kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;

f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;

g. rumusan rencana investigasi pembiayaan; dan

h. rumusan peran pemangku kepentingan.

{21 Rumusan
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Paragraf 3
Penetapan Rencana

Pasal 48

Rencana peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai
dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

Bagian Kelima
Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

(1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh,Pemerintah Kabupaten
menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan
yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

(21 Pola...

(21 Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat
prinsip desain universal.

(3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada
ayat (21meliputi:
a. kesetaraan pengunaan ruang;
b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
c. kemudahan akses tanpa hambatan;
d. kemudahan akses informasi;
e. kemandirian pengunaan ruang;
f. efisiensi upaya pengguna; dan

B. kesesrraian ukrrran dan ruang secara ergonornis.
(4\ Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh
masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-
anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

(5) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun

kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
b. jangka menengah untrrk periode 1 (satu) hingga 5

(lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana
umum jangka menengah dan rencana aksi tahun
pertama; dan

c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima)
tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum
jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan,
dan rencana aksi tahun pertama.
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(21 Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan
dan aspek legalitas tanah.

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(4) Pola Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pemugaran;

b. peremajaan; atau

c. pemukiman kembali

(5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan
kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.

(6) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan
untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan dan
Permukiman yang lebih baik guna melindungi
keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat
sekitar.

(7) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau
pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan
meliputi:

a. hak keperdataan masyarakat terdampak;

b. kondisi ekologis lokasi; dan

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
terdampak

(8) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan
kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat,
dan/ atam pelaku pembangunan lainnya.

Pasal 5O

Pola penanganarl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) diatur dengan ketentuam:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat
dan sedang dengan status tanah legal, maka pola
penanganarl yang dilakukan yaitu peremajaan;

b. dalam hal lokasi memilih klasifikasi kekumuhan berat
dan sedang dengan status tanah tidak legal, maka pola
penangarlan yang dilakukan yaitu pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan
dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang
dilakukan yaitu pemugaran; dan

d. dalam...
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dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan
dengan status tanah tidak legal, maka pola penanganan
yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 51

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) diatur dengan ketentuan:
a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air,
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya gtrna, daya dukung, daya rusak air,
serta kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, penanganan
yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya
dukung tanah tepi air, pasang surut air, serta
kelestarian air dan tanah;

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan
Krrmuh dan Permrrkiman Krrmrrh di dataran rendah,
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karateristik daya dukung tanah, jenis tanah, serta
kelestarian tanah;

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan,
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik kelerangan, daya dukung tanah, jenis
tanah, serta kelestarian tanah; dan

e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan
bencana, penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya,
dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 52

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dilaksanakan
penanganan non fisik yang terkait.

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 53
(U Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat

(4) huruf a, merupakan kegiatan perbaikan rumah,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk
mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

(2l Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk,
bahan, pengedaan dan tata letak, serta nilai sejarah
kawasan.

(3) Pemugaran...
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(3) Pemugaran sebagaimana
dilakukan melalui tahap:
a- pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

dirnaksud pada ayat (1)

Pasal 54

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a meliputi:
a. identilikasi permasalahan dan kajian kebutuhan

pemugaran;

b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;

c. pendataanmasyarakatterdampak;
d. penyusunan rencana pemugaran; dan

e. musyawarah untuk penyepakatan.

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b meliputi:
a- proses pelaksanaan konstruksi; dan

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 55

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(4) huruf b, dilakukan melalui pembongkaran dan
penataan secara menyeluruh terhadap rumah,
prasarana, sarana, danf atau utilitas umum.

(21 Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat
tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pasal 56

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi:

a. identifikasi...
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a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan
peremajaan;

b- penghunian sementara untuk masyarakat
terdampak;

c. sosiaiisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;

d. pendataan masyarakatterdampak;
e. pen5rusunan rencana peremajaan; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(21 Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi:

a. ganti rugi bagi masyarakat terdarnpak berdasarkan
hasil kesepakatan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada
lokasi lain;

c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada
lokasi Permukiman eksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi
peremajaan; dan

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat {3) huruf c melipr.rti:

a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 57

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan
penataan secara menyeluruh terhadap rumah,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi
baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Pemukiman kembaii sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan
tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

(3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan meialui tahap:
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 58

(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a
meliputi:

a. kajian...
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a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas
tanah;

b- penghunian sementara untuk masyarakat di
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh rawan
bencana;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;

d. pendataan masyarakatterdampak;
e. pen5rusunan rencana pemukiman baru, rencana

pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana
pelaksanaan pemukiman kembali; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(21 Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman

baru;
c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan

Perumahan dan Permukiman baru;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi

pemukiman kembali;
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak;

dan
f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman

eksisting.

(3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c
meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 5
Dukungan Kegiatan Non Fsik

Pasal 59
Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi
instansi yang berwenang untuk peningkatan kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 6O

Ketentuan mengenai pola penanganan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal +9 sampai dengan Pasal 58 dan
bentuk rekomendasi penanganan non lisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BagianKeenam...
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Bagian Keenam
Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

(1) Pasca peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk
mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan
Permukiman secara berkelanjutan.

{2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

(3) Pengelolaaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah
Kabupaten untuk meningkatkan keswadayaan
masyarakat dengan pengelolaan Perumahan dan
Permukiman layak huni.

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

(5) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huru( b merupakan upaya menjaga kondisi
Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan
berkelanjutan.

Paragraf 2
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal62
(1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a
merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran
masyarakat dalam mengelola Perumahan dan
Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta
untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam
peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

(2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
tingkat komunitas sampai pada tingkat Kabupaten
sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan
Permukiman Layak Huni.

(3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(41 Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat
difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Fasilitasi...
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(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat $l dilakukan
dalam bentuk:

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar,
pedoman, dan kriteria;

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan,
supervisi, dan konsultasi; dan/atau

c. pemberian kemudahan danlatau bantuan.

(6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya
oleh masyarakat.

(7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain
secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui
kontribusi Setiap Orang.

(8) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh
masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Kabupaten.

(9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok
Swadaya Masyarakat yang sejenis.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 63

(1) Pemeliharaan rumah dan Prasaran.a, Sarana, dan Utilitas
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat {4)
huruf b dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan
secara berkala.

(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan oleh setiap orang.

(3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum
untuk Perumahan, dan Permukiman wajib dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten danlatau setiap orang.

(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk
lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten dan/atau badan hukum.

(5) Pemeliharaan prasarana untuk Kawasan Permukiman
wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan f atau
badan hukum.

Paragraf 4
Perbaikan

Pasal 64
(1) Perbaikan rumah dan Prasaratla, Sarana, dan Utilitas

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4)
huruf b dilakukan melalui rehabilitas atau pemugaran.

(21 Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
(3) Perbaikan...
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(3) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk
Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten.

(4) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah
diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan
Hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang
belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten maka
perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara
pembangunan.

BAB IV
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 66

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas
Perumahan Krrmuh dan Permukiman Kumuh
merupakan salah satu pengadaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum.

(21 Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang
langsung dikuasai negara;

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh
pemilik tanah;

d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang
milik negara atau milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;
dan/atau

f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perrrndang-undangan.

(3) Penyediaarl ...

Pasal 65

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya
bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka
peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan kawasan
Permukiman Kumuh.
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(3, Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

BAB V
PENDANAAN DAN SISTELI PEMBIAYAAN

Pasal 67

(i) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan
pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

{2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
difasilitasi oleh Pemerintah Pusat danfatau Pemerintah
Provinsi.

(41 Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah

Kabupaten;
d. anggaran pendapatan dan belanja Desa;

e. anggaran dana corporate social responsibility; dan
f. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

(1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wqiib
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan
koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Kabupaten

Pasal 69

(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, Pemerintah Kabupaten memiliki tugas:

a. mertlmuskan-..
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a. merumuskan kebijakan dan strategi Kabupaten
serta recana pembangunan Kabupaten terkait
pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;

b. melakukan survei dan pendataan skala Kabupaten
mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
d. melakukan pembangunan kawasan Permukiman

serta Sarana dan Prasarana dalam upaya
pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;

e. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan
terhadap masyarakat miskin dan masyarakat
berpenghasilan rendah;

t. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat
dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan
Permukiman; dan

g. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya
pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(21 Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai
kewenangannya.

(3) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan
sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program
dilakukan melalui Kelompok Kerja Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 70

(1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya Perrrmahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaanmasyarakat.

(2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pad.a tahap
pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kesesuaian perizinan pada tahap
perencanaan Perumahan dan Permukiman;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap
pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan

c. melaksanakan...
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c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap
pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.

(3) Kew4jiban Pemerintah Kabupaten pada tahap
pemberdayaarr masyarakat sebagaimana dirnaksud pada
ayat {1) huruf b meliputi:
a. memberikan pendampingan kepada masyarakat

untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan,
pembimbingan dan bantuan teknis; dan

b. memberikan pelayanan informasi kepada
masyarakat mengenai rerrcarra tata ruang, perizinan
dan standar teknis Perumahan dan Permukiman
serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 71

(1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan
kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi;
b. penanganan; dan
c. pengelolaan.

{2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap penetapan
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan
dengan melibatkan peran masyarakat;

b. melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah
ditentukan;

c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh melalui Keputusan
Bupati; dan

d. melaku"kan peninjauan ulang terhadap ketetapan
lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
setiap tahun.

(3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap
penanganan sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf
b, meliputi:

a. melakukan perencanaan penanganan terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil
perencanaan penanganan terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan

c. melaksanakan...
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c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pola
pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman
kembali.

(4) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap
pengelolaan sebagairnana dimaksud pada ayat (71 huruf
c meliputi:

a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat
untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;

b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan
kelompok swadaya masyarakat; dan

c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada
masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan
perbaikan.

Bagian Keempat
Pola Koordinasi

Pasal T2

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan
kewajibanrrya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi.

\21 Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi
kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi
provinsi dan nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten dengan rencana
pembangunan provinsi dan nasional; dan

d. menyampaikan permohonan fasilitasi dan bantuan
teknis dalam bentuk pembinaan, pererrcanaan, dan
pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

BABVII ...
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BAB VII
KERJA SAMA,PERAN MASYARAKAT.DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Pola Kemitraan Kerja Sama

Pasal 73

(1) Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap Perumahan Krrmuh dan Permukiman Kumuh
dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah
Kabupaten dengan:

a. pihak swasta;

b. organisasikemasyarakatan; atau

c. lembaga non pemerintah lainnya.

(2) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak
swasta, organisasi kemasyarakatan danfatau lembaga
non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikembangkan melalui :

a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung
jawab sosial perusahaan; dan

b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan untuk mendukung pencegahaan
dan peningkatan kualitas kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(3) Ke4'a sama antara Pemerintah Kabupaten dengan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat
dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1

Peran Masyarakat Dalarn Pencegahan

Pasal74

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 75

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat meliputi :

a. berpartisipasi
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a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari
bangunan, Perumahan, dan Permukiman pada tahap
perencanaan serta turut membantu Pemerintah
Kabupaten dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan,
Perumahan, dan Permukiman di lingkungannya;

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis
dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap
pembangunan serta turut membantu Pemerintah
Kabupaten dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan,
Perumahan, dan Permukiman di lingkungannya; dan

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi
dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap
pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah
Kabupaten dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan,
Perumahan, dan Permukiman di lingkungannya.

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 76

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap
Perumahan Krrmrrh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada
tahap:
a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh;
b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh;
c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh; dan

d. pengelolaan.

Pasal77

(1) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 76 huruf a,
masyarakat dapat :

a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
dengan mengikuti survei lapangan dan/atau
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlakrr; dan

b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan
lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau
data dan informasi terkait yang teiah diberikan saat
proses pendataan.

{2) Peran...
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(2) Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b,
masyarakat dapat :

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang
dilaksanakan pada ta}:,,apan perencarlaan
penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
instansi yang berwenang dalam penJrusunan
rencana penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana
penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan
kewenangannya; dan/ atau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan
terhadap hasil penetapan rencana penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa
dokumen atau data dan informasi terkait yang telah
diajukan dalam proses penSrusuhan rencana.

(3) Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaiama dimaksud
dalam pasal 76 huruf c, dilakukan dalam proses
pemugaran, perem4jaan, dan/atau Permukiman
kembali.

(41 Dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau
Permukiman kembali sebagaiama dimaksud pada ayat
(3), masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk
warga pada masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi
penyepakatan rencana pemugaran dan peremaj aan ;

c. berpartisipasi dalam pelaksaan pemugaran dan
peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun
material;

d. membantrr Pemerintah Kabrrpaten dalam upaya
penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses
pemugaran dan peremajaan terhadap rumah,
Prasarana, Sarana dan/atau Utilitas Umum;

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan
pemugaran dan peremqjaan;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan
peremajaan; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
huruf f, kepada instansi berwenang agar proses
pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

(5) Peran...
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(5) Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dapat meliputi :

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program
Pemerintah Kabupaten dalam pemeliharaan dan
perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh yang telah tertangani;

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam
Kelornpok Swad.aya Masyarakat pada upaya
pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana,
tenaga maupun material;

c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaarl dan
perbaikan rumah serta Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;

d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan
perbaikan; dan/atau

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
huruf d, kepada instansi berwenang agar proses
pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian ketiga
Kearifan Lokal

Pasa1 78

Dalam Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh perlu mempertimbangkan kearifan lokal
yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak
bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 79
(1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar

memanfaatkan kawasan Permukiman, maka Pemerintah
Kabupaten dapat memberikan insentif dan/atau
disinsentif kepada Badan Hukum dan MBR.

(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada
badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa :

a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

b. pemberian kompensasi; dan latau
c. kemudahan perizinan.

(3) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada
MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pemberian. . .



-44-

a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. memberikan kompensasi;

c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; danf atau

d. kemudahan perizinan.

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa:

a. pencabutan kompensasi; danf atau

b. pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8O

{1) Setiap orang dilarang menghalangi kegiatan pencegahan
dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

(2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangungan
Perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria,
spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum yang diperjanjikan.

(3) Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan
Perumahan atam Lisiba yang belum menyelesaikan
status hak atas tanahnya.

(41 Setiap orang dilarang membangun Perumahan dan/atau
Permukiman di luar kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi Perumahan dan Permukiman.

(5) Setiap orang dilarang membangun Perumahan dan/atau
Permukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

(6) Setiap orarlg dilarang menolak atau menghalangi-halangi
kegiatan Permukiman kembali rumah, Perumahan,
dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten setelah
terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.

(71 Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan
Perumahan dan Permukiman, dilarang
mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di luar fungsinya.

(8) Badan...
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(8) Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak
atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang
menjual satuan Permukiman.

(9) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.

(1O) Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual
kaveling tanah matang tanpa rumah.

(11) Dalam hal pembangunan Perumahan untuk MBR
dengan kaveling tanah matang ukr.rran kecil, Larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1O) dikecualikan.

(12) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan
rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang tidak
sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Sanksi Adminstratif

Pasal 81

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8O dapat dikenai
sanksi adminstratif.

{P) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:

a.

b.

c.

peringatan tertulis;
pembatasan kegiatan pembangunan;

penghentian sementara atau penghentian tetap
pada pelaksan aan perr.bar:gur:ar;.;

penghentian sementara atau penghentian tetap
pada pengelolaan Perumahan atau Permukiman;

penguasaan sementara oleh Pemerintah Kabupaten
(segel);

kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam
jangka waktu tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan PBG;

pencabutan PBG;

pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan
rumah;
perintah pembongkaran bangunan rumah;
pembekuan izin usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan izin;
kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka
waktu tertentu;
pencabutan insentif;
pengenaan denda administratif; dan/atau

r. penutupan. . .
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r. penutupan lokasi.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat 12\ dilakukan seslrai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan
dan Kawasan Permukirnan.

{4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasai 82
(1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah

diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan
tindak pidanan dalam penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman berdasarkan laporan keja.dian.

(2| PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat
diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran
Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di
tempat kejadian;

c. menJruruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

d- melakukan penggeledahan, pemeriksaan, dan
penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan
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h. mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk Penyidikan bahwa tidak
mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia
memberitahukan hal tersebut kepada Penutut
Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungf awabkan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8O ayat (1) sampai dengan ayat
(10), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp5O.00O.00O,O0 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

(3) Tindak Pidana berupa kejahatan dilaksanakan sesuai
dengan ketentr:an peratural perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan
atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini.

{2) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini
diundangkan.

BAB XIII...
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 85

ini  rnulai  bcrlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturala
pada tangga1 24 Desen■ ber 2024

:巧 .BUPAT1 0GAN KOMERING ULU,

]M:UHAMiM:AD IQBAL ALISYAHBANA

Diundangkan di Baturaja
pada tangga1 24 Descn■ ber 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

DHARIⅥ[AヽVAN IRIANTO

LEMIBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOM[ERING ULU PROVINSI
SUMATERA SELATAN:(2-68/2024)

Salina■ Sesuai Dengal■ Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUMi
SETDA KABUPATEN OKU,

EKA MEIRWANZA,SH.MM
PEMBINA(IV/a)

NIP,197705012009031002
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